BAB 11
PENGATURAN HUKUM TERHADAP KETERLIBATAN ANAK
SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA MENURUT
UNDANG-UNDANG DI INDONESIA
A. Tinjauan Tentang Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak,
biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat
usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.*” Anak memiliki
karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan
salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-
hak anak menjadi penting diprioritaskan.*®

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi.Secara awam,
anak dapat dartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara
pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang
belum dewasa (minderjarig/person under age), orang Yyang di bawah
umur/keadaan di bawah umur (minderjarig heid/inferiority) atau biasa disebut
juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under

voordij).**

* Ppaulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya,
(Selaras, Malang, 2010), hal.11.

*3 Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010,
Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.
* Paulus Hadisuprapto, Op.Cit., hal. 14.
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Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia
kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan
untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan
untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama
berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana
(criminal responsibility) terhadap seorang anak yang melakukantindak kriminal,
dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berprilaku kriminal dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana.*

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran
terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Dalam Pasal 1
Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang
dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak,
kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah
mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu
mental, fisik masih belum dewasa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia
menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah
18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: "Anak yang Berkonflik dengan

Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

“ Ibid., hal. 3.
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belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana”. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan

Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap

telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau

ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.*

Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa
penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.
Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak
memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung
jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17
(tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan
bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada
kepentingannya.*’

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan
perudang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1 Convention on the Right of the Child, Anak diartikan sebagai setiap
orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang
berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang
dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi
dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih

belum dewasa.

“® M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hal. 127.
* Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Liberty, Yogyakarta, 2008), hal.
50.
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b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak
adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan
belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal
tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: Anak yang Berkonflik dengan Hukum
yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan
tindak pidana.

d. Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam pemilihan umum
(pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.*®

e. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuh anak yang
masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari Convention on the Right
of the Child, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor
36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.

f. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai

umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

*8 Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
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g. Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, menyebutkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan
putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai
usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang
sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.

h. Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dinyatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan tidak memberikan pengertian mengenai anak secara tegas, namun
terdapat dua pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak
yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1). Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa untuk melangsungkan
perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
harus mendapat izin dari orang tua. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika
pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

i. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur
tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum
cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam
belas tahun. Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur

enam belas tahun. Oleh karena itu, apabila seseorang tersangkut dalam perkara

UNIVERSITASMEDAN AREA



31

pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada
orang tuanya, walinya pemeliharaannya dengan tidak dikenakan hukuman atau
memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak
dikenakan suatu hukuman.

J. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu
tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Bertitik tolak dari aspek pengertian
anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum
pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap
seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan
sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal ini, Irma

Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan
batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan,

maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18

(delapan belas) tahun. *

B. Narkotika

Pada berbagai Negara di dunia pengertian tentang Narkotika adalah
berbeda-beda satu sama lainnya, umumnya berkisar pada pengertian yang
dasarnya diperluas tentang bahan-bahannya. Undang-Undang obat bius Staatsblad

tahun 1927 Nomor 278 menyebutkan, yang dimaksud dengan Narkotika adalah

* Setyowati Soemitro, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep
Diversi Dan Keadilan Restoratif, (Refika Aditama, Bandung, 2009), hal. 198

UNIVERSITASMEDAN AREA



32

candu dan derivatnya, cannabis satival dan derivatnya serta zat-zat yang berasal
dari tanaman tersebut.

Narkotika pada dasarnya merupakan golongan obat-obatan yang bila

pemakaiannya tidak tepat atau disalahgunakan dapat menimbulkan

keadaan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Kelompok obat-
obatan tersebut pada umumnya bekerja pada susunan syarag pusat (SSP)

di otak dan dapat mempengaruhi emosi. Di dunia media/pengobatan, obat-

obatan ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, rasa cemas,

sukar tidur/insomnia, kelelahan, meningkatkan stamina tubuh/kebugaran
dan lain-lain.*

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Narke” yang berarti
“Terbius” sehingga tidak merasakan apa-apa, sehingga sangat penting dalam
dunia kedokteran demi kesehatan dan keselamatan manusia.**

Di Indonesia sejak tahun 1971 seolah-olah telah terjadi perubahan yang
mencolok dalam lingkungan sosial, terutama di kota-kota besar, yakni akan
adanya bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat tentang penyalahgunaan
obat yang berguna untuk dunia kedokteran tersebut. Degnan adanya bahaya yang
mengancam tersebut maka Pemerintah membuat suatu kebijakan, yaitu dengan
mengeluarkan INPRES No. 6 Tahun 1971 yang sekaligus membentuk badan
pelaksana Inpres tersebut.

Adapun badan tersebut yang disingakt dengan BAKOLAK (Badan
Koordinasi Pelaksana) Inpres No. 6 Tahun 1971 yang sasaran kegiatannya adalah

mengurangi 6 (enam) masalah Nasional, vyaitu: Kenakalan remaja,

penyalahgunaan narkotika, uang palsu penyelundupan, subversi, dan pengawasan

%0 Zulkarnain Nasution, dkk, Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba, (GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara
(PIMANSU), Medan, 2004), hal. 2.

*! Ibid., hal. 21.
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orang asing.

Kemudian pada tahun 1976 dikeluarkan suatu Undang-undang yang
khusus mengatur tentang narkotika, yakni Undang-undang No. 9 Tahun 1976 dan
dicabut serta diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang
Narkotika. Adapun alasan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah
Karena peraturan yang mengatur tentang obat bius dirasakan tidak memadai lagi
kerana kemajuan zaman teknologi modern sekarang ini. Kemudian pada tahun
2009 lahir Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang
menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Di dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) disebutkan dengan jelas apa yang dimaksud
dengan Narkotika yaitu:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam
Undang-Undang ini.

Tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika menruut pengeritan umum
adalah: Jenis zat yang dipergunakan membawa pengaruh terhadap tubuh si
pemakai. Adapun pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh Narkotika adalah :
pengaruh kesadaran, memberikan dorongan yang dapat mempengaruhi perilaku

manusia, pengaruh tersebut dapat berupa: penenang, perangsang, menimbulkan

halusinasi (menghayal).*

%2 Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja, (Gunung Mulia, Jakarta, 2001), hal. 28.
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Pemakai Narkotika mempunyai sifat apabila menggunakannya tanpa dosis
yang telah ditentukan oleh dokter untuk kepentingan pengobatan, akan dapat
menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat, baik frekuensi penggunaannya
maupun kekuatannya. Dengan perkataan lain, penggunaan Narkotika secara
sembarangan data mengakibatkan efek samping bagi seseorang dan untuk
selanjunya dapat menimbulkan ketagihan yang semakin.

Tinggi dan semakin membuat sipemakai kecanduan, karena sifat
ketergantungannya yang semakin meningkat. Untuk itu perlu pengawasan Dokter
terhadap pemakainya. Penggunaan Narkotika diluar control inilah yang dinamakn
penyalahgunaan Narkotika disamping perbuatan yang dianggap sebagai
penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika dapat dibedakan kedalam 3
golongan yaitu:

1. Narkotika Golongan |
Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi
yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam
penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan
ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan,
pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian
dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

2. Narkotika Golongan Il

Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap
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pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan
dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
Narkotika golongan ini  mempunyai potensi tinggi mengakibatkan
ketergantungan.

3. Narkotika Golongan Il
Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan
dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika
Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi
berikut ini:
1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika
Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam
yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika
Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya
dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar
menukar Narkotika.
3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika
Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim,
mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di

bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau
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kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut:
Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal
28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika
5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika
Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu
Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan
tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi
Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label
pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku
Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU
Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau
media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan
tindak pidana.
7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika
Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan
untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut
harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam

Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan

dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.
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Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita
berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin
barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini,
penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan
berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam
berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak
melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.
8. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang
dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan
anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu
perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan
Narkotika merupakan tindak pidana.

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat
yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan
mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di
daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah
tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Di dalam Undang-Undang Narkotika telah diatur sedemikian rupa
mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1)
Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
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menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat
(1) Undang-Undang Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang
menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan hukum untuk
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan | karena sangat
membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila
perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka
dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan
suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Narkotika sangat
besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh)
tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan | lebih
dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-
undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Lembaga negara yang bertugas melaksanakan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia adalah BNN yang

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika

Nasional.
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D. Pengaturan Hukum Terhadap Keterlibatan Anak Sebagai Pengedar
Narkotika

Meskipun seorang anak dilindungi dari berbagai peraturan perundang-
undangan akibat perbuatan pidana yang dilakukannya®® tetapi dalam kaitannya
dengan penegakan hukum maka seorang anak harus dimintakan
pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya dengan perbuatan pelanggaran
hukum yang dilakukannya termasuk anak yang mengedarkan narkotika.>

Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan hukum terhadap keterlibatan
anak sebagai pengedar narkotika ada diatur dalam ketentuan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai latar belakang undang-undang
yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya mengedarkan narkotika.
Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak
pidana narkotika dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan
perlindungan anak yang telah terbukti mengedarkan narkotika.

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan,
karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut

perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut,

%% Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sabar Simbolon, NIP. 19541231 197403 1 002,
selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 4 Maret 2017.
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tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang telah diberlakukan sejak 30 juli 2014, penerapan
pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan
dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah
tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak menganut double track system. Yang dimaksud dengan double track system
adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur
tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (double track system), sanksi yang
dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan
masyarakat. Sehingga lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan
sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh
anak yang berkonflik dengan hukum.®

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum
seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila
pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka
perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan
keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana
sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik

anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat

> Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Rajawali Perss,
Jakarta, 2013), hal. 56.
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meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak
berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan
tindak pidana. Anak yang menjadi kurir narkotika, Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan
sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan
tindak pidana narkotika sebagai pelaku peredaran gelap narkotika yaitu seorang
anak yang menjadi Kkurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap
narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam
ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkotika tetapi tidak
mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur Undang-Undang No. 11 tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Jenis-jenis pemidanan yang dapat diajtuhkan oleh Hakim :

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan sanksi
pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara
tersendiri. Berikut adalah jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh
hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana
pokok dan pidana tambahan, yaitu :

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari :

a. Pidana peringatan.
b. Pidana dengan syarat
1) Pemidanaan diluar lembaga.

2) Pelayanan masyarakat.
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3) Pengawasan
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga.

e. Penjara.

2. Pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi pengedar narkotika.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak
pidana narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak
disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berikut
adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi
pengedar narkotika, yaitu:

Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau
menerima Narkotika Golongan | sebagaimana dimaksud padaayat (1)
yang dalam bentuk tanamanberatnya melebihi 1 (satu) kilogram atau
melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman
beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).
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Pasal 119.

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Il, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan Il sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).

3. Batasan usia pertanggungjawaban anak secara hukum.
Menurut Djamil, M.Nasir :1

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk
kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia
adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak
dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia
dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab
secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan
hukum yang dilakukan anak itu.

Menurut Nandang Sambas:

Secara yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan
akibat hokum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak
itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai
undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak,
melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan
tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.>

°® M. Nasir Djamil, Op.Cit., hal. 127.
*" Nandang Sambas, “Pembaharuan Sistem Peradilan Pldana Anak Berdasarkan UU No.
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”,VVolume 4 Nomor 1 2014, hal. 63.
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Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan
pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12
(dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan
Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVI11/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14
(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”Sehingga menurut hemat
penulis dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun
sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan,
sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan
belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1)
Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum
berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana,
penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil
keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau
mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan
di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat
maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan. Dari kategori batasan-batasan usia
yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka ditegaskan jika anak yang
mengedarkan narkotika dan terbukti melanggar Undang-Undang 35 tahun 2009

tentang narkotika, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan
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13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan
sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang No.
11 tahun 2012.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak
tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan
Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

Sedangkan terkait sanksi bagi yang menjadi pengedar narkotika ini
bergantung pada jenis/golongan narkotika itu sendiri. Akan tetapi, jika terbukti
bahwa anak tersebut dijadikan pengedar karena disuruh, diberi atau dijanjikan
sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan
ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka
pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak dapat dipidana dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2
miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar.

Sebagai contoh kasus anak sebagai pengedar narkotika dapat dilihat dalam
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.Lbp,
disebutkan terdakwa yang sewaktu jalannya pemeriksaan berumur 15 tahun.
Dalam pemeriksaan saksi-saksi diketahui bahwa terdakwa mengaku mendapatkan
shabu tersebut dari pesanan seseorang yang menyuruh mereka untuk menyerahkan
uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ali Imran Rambe Alias

Imran dengan tujuan untuk membeli shabu. Hasil pemeriksaan juga menjelaskan
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Terdakwa mau disuruh membeli shabu karena mendapat imbalan.*®

Atas peristiwa pidana tersebut majelis hakim kemudian memutuskan
Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I.

Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh
karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1000.000.000,-
(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti

dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari.

% Lihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.
Lbp, hal. 18.
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